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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
    Secara umum dalam menyelesaian perselisihan atau sengketa, hukum memberikan pilihan, yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa hukum melalui litigasi sudah banyak dikenal orang, yaitu penyelesaian sengketa atau perkara melalui proses sidang di pengadilan. Namun hukum juga memberikan pilihan lainnya yaitu penyelesaian melalui non litigasi ayau penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan atau dikenal dengan penyelesaian melalui arbitrase.
 
  Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia telah diatur  telah dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para 2 pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

   Dalam Undang-undang Nomor  48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Dengan demikian, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap dibolehkan.
 

3Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 1999, pasals. 3 ayat 1

Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha, baik nasional maupun internasional sebagai suatu cara penyelesaian sengketa pihak-pihak dibidang kegiatan komersial. Arti komersial seperti dicantumkan didalam UNICITRAL  Arbitration Rules sebagai berikut : 
“The term commercial should be given a wide interpretation so as to cover matters arising form all relantionship of a commerical in nature, whether contractual or not. Relantionship of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions any trade transaction for the supply or exchange goods or services, distribution agreement, commercial representation or agency, factoring licensing, investment, financing , banking, insurance, exploitation agreement or concession, join venture and other forms of industrial or business cooperation carriage of good or passenger by air, rail, sea, or road.”
  
Dalam pelaksanaan putusan arbitrase, pihak (terutama yang kalah) seringkali tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, dan hal ini tentu saja membuat frustasi bagi pihak yang menang. Untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut pasti harus melibatkan pengadilan. 

Keterlibatan pengadilan tidak dapat dihindari, mengingat pemaksaan atas putusan arbitrase baik nasional maupun internasional hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan eksekusi. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat selesai dalam waktu cepat, justru akan menjadi semakin berlarut-larut.
                                                  

Dengan demikian jelas bahwa pengadilan mempunyai peranan yang  besar dalam mengembangkan arbitrase,
  manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan pengadilan demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri. Jadi berhasil tidaknya arbitrase ikut dipengaruhi pula oleh peran pengadilan, sebab pengadilan memiliki kekuatan memaksa agar para pihak yang bersangkutan tunduk pada putusan arbitrase yang telkah diambil. 

Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya keputusan arbitrase bisa dimintakan pembatalan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pengelesaian Sengketa, juga dijelaskan bahwa : 

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang temuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. 

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

· Dalam penelitian tesis ini penulis memberikan contoh kasus  tentang sengketa bisnis yang telah diselesaikan  dan diputus oleh arbitrase Internasional  “Singapore International Arbitration Center (SIAC)” dengan para pihak yang bersengketa adalah 8 (delapan) Perusahaan Asing  yang diwakili oleh Hafzan Taher, S.H. dkk, - Advokat-advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, sebagai pemohon, melawan 3 (tiga) perusahaan domistik sebagai termohon dalam senketa bisnis yang berkaitan dengan telekomonikasi, yang obyek sengketa berada di Indonesia. Dalam permohonan penetapannya ternyata Pihak Pemohon ada indikasi  pelanggaran hukum  seperti : 1) Campur tangan (intervensi) terhadap sistem peradilan di Indonesia, 2) Pelanggaran terhadap asas hukum acara yang berlaku di Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankan kepentingannya berdasarkan asas “Poin’t de interest Poin’t de action”; dan 3) Pelanggaran terhadap asas “ Audi Et Alteram Partem “ karena menghilangkan atau tidak memberi kesempatan seseorang untuk membela hak dan kepentingannya, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pidah pemohon, memang terbukti bahwa pemohon ada terindikasi melakukan intervensi dan campur tangan atas sistem peradilan di Indonesia, sehingga akhirnya Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang menetapkan eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut menolak permohonan pemohon.
 Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah : PENETAPAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Putusan Singapore International Arbitration Center )       
B. Rumusan Masalah
            Rumusan masalah yang akan dibahas pnulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1.    Bagaimana proses penetapan eksekusi putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?

2.    Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional, seperti dalam Putusan Singapore International Arbitration Center ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian

       Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

a. Menganalisis dan memahami tentang proses penetapan eksekusi putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
b. Menganalisis dan memahami tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional , seperti dalam Putusan Singapore International Arbitration Center.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai  proses penetapan eksekusi putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  dan    Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional , seperti dalam Putusan Singapore International Arbitration Center,  bagi  para akademisi dan pemerhati arbitrase 
b. Kegunaan praktis 

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai proses penetapan eksekusi putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  dan    Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional , seperti dalam Putusan Singapore International Arbitration Center, bagi para penegak hukum dan para praktisi hukum
D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual
1.   Landasan Teori
a.  Teori Penegakan Hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman,
 seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:
1)      Struktur Hukum (Legal Structure)
2)      Isi Hukum (Legal Substance)
3)      Budaya Hukum (Legal Culture)
Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.
Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.             

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman  adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo
 menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.
Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali
 jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Perdebatan Para Ahli Hukum seputar Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.
 Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (legal substance) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Struktur Hukum yang kemudian dikembangkan di Indonesia terdiri dari :
1)       Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman)
2)      Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan)
3)       Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Kepolisian RI)
4)      Advokat (Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat)
Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah perundang-undangannya.

 Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound,, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja
 disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.
 Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau  das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang  deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.
 Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam  artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.
                                                    

Menurut Utrecht,  kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya  kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
                                                         

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. 

 Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu 

perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan
. 

2.  Kerangka Konseptual
  Pada prinsipnya secara konseptual dalam penelitian tesis ini penulis ingin memahami dan menganalisis tentang proses penetapan eksekusi atas putusan arbitrase internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkaitan dengan kewenangannya dalam menetapkan putusan arbitrase. Untuk itu penulis sengaja membatas beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian tesis ini antara lain :

a.  Penetapan Pengadilan
  adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. 

b.  Eksekusi
 adalah laksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan

c. Putusan Arbitrase
  adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Secara Prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela.

E. Metode Penelitian 
Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini : 

1.   Metode pendekatan 

    Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang  dapat diidentifikasikan melalui dua hal :

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum. 

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan penetapan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan. 

2   Jenis penelitian 

            Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
 Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penetapan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .
3   Jenis data 

              Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : 

Data Sekunder,  yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi : 

a.  Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 

4.   Metode Pengumpulan Data 

      Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan  studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penetapan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Metode Analisis Data

        Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penetapan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.
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